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bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
dan transl'aran dalan penr. elengsaraan pcmerintalran. diperlukan
pengendalian atas keselunrhan kcgiatan. nrulai dari perencanaan.
pelaksanaan. penga\\asan santpai clengan pertar.rggungjawaban secara
tertib. terkendali. efisien dan ef'ektil serta taat terhadap peraturan
perundang-undangan:

bahwa urrtuk mencapai tuiuan tersebut dalam huruf a. sesuai dengan
Pasal 60 Peraturan Penterintah Nonror'60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Penterintalr. perlu diatr-rr penyelenggaraan sistem
pengendalian intern Penterintah Daeralr dengan Peraturan Bupari:

I l rrdang-[ jndang Nomor l.l Tahun Tahun 1950 tentang Pernbentukan
Daeralr-Daerah Kabupaten Dalan.r Lingkungan Propinsi Djana Barat
lBerita Negara tahun 1950) sebagainrana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah LJndang-undang
Nonror l4 -l-ahun 

I 950 tentang Pentbentr-rkan l)aerah-Daerah Kabupaten
l)alam l.ingkungan Propinsi D.lawa Barat (Lembaran Negara Republik
Inclonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tanrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851 );

LJndang-L.lndang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
([,embaran Negara Republik Indonesia -I'ahun 2004 Nomor 5.
'Iambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ):

l.tndang-LJ rrdang Nomor 32 Tahun 200,{ tentang Pemerintahan Daerah
(Lerr.rbaran Negara Republik lndonesia l'ahun 2004 Nomor 125.
Tambahan l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah rerakhir dengan Undang-
Llndang r-onror' 12 l'ahun 2008 tentang Perr.rbahar.r Kedua Atas Undang-
IJndarrg Nomor J2 lahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2008 Nomor' 59.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)Undang-
L.lndang Nomor 2l Tahuhn 2006 tentang Administasi Kependudukan
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nonror 124. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4674 ):
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I.lndang-l Jndang Nomor 3i Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Penrerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125. Tanrbahan Lembaran Negara Nomor 4437):

Peraturan Penerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia ]'ahun 2005
Nonrol l'10. Tanrbahan l-ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
45 78 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penrbinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lcmbaran Negara R-epublik lndorresia Tahun 2005 Nontor 165.
Tambahan l-cntbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)l

Peraturan l)cmerintalr Nomor i8 Tahun 2007 tentang Pembagian
flrusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah
Propinsi. Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Talrun Nornor 82. 'l'ambahan l-enrbaran Negara Republik Indonesia
Nomor .173 7 ):

Peraturan Pernerintah Nonror 4l Iahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lenrbaran Negara Tahun 2007 Nomor
89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Republik
Indoncsia Tahun 2008 Nomor ll7. Tambahan Lembaran Neuara
Republik Indonesia Nomor 4890):

Peraluran l)aerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tcntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
l ahun 2007 Nomor 02 Seri D):

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Llmsan Penrerintahan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Cianjur
T'ahun 2008 Nomor 0l Seri D ):

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nor.nor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi Penrerintahan Dacrah dan Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur (L.embaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraruran
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan l)aelalr Kabupaten Cianiur Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah
Kabupaten (iianlur Tahun 2010 Nonror l0 Seri D):

ll.

Memperhatikan : Surat Bupati Cianjur Nomor 790/1003,rBawasda tentang Peningkatan
Upala Pencegahan Kebocoran Dana Penterintah Daerall

MEMTI'I'T]SKAN :

PERATLJRAN BLIPATI TENI'ANG PENYELENCCARAAN SISTEM
PENGENDAI-IAN INTERN PEMERINTAH DAERAH.

Menetapkan
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BAB I

KT]TT]N'I'TIAN L]MT-IM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini. vang dimaksud dengan :

l. Daeral.r adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerinlahan Daerah adalah penlelenggaraan pemerintahan daerah
otonom oleh Penrerintah Daeralr dan Dewan Peru'akilan Rakvat Daerah
menLrnrt a/as dcsentral isasi.

3. Penrerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom
scbagai Iladan Eksekutil

4. IJrusan perrerintahan adalah lungsi-firngsi pemerintahan yang menladi
hak dan kcwa.liban setiap tingkatan dan atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-f-ungsi
tersebut )ang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi. nrelayani. memberdavakan. dan mense.iahterakan
masyarakat.

Bupati aclalah Bupati Cian jur.

Organisasi Perangkat [)aerah. selaniutnva disebut OPD adalah
organisasi/lerlbaga pada Penrerintah Daerah vang bertanggung.iawab
kepada f}-rpati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intem selaniutnya disebut SPI adalah proses integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pirrpinan cian selurulr pega*ai untuk nremberikan keyakinan memadai
atas tercapainva tujuan oruanisasi ntelalui kegiatan yang ef'ektif dan
ellsien. keandalan pelaporan keuangan. perlgamanan assel Negara dan
ketataatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian lntem Pemerintal.r. selanjutnya disebut SPIP adalah
sistem pengendalian intern yang diseleggarakan secara menyeluruh
terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta
perencanaan. penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan
Pemerintah IJaerah.

l)ensau'asan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit. reviu. evaluasi.
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
n'lemadai bal.rwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan etisien untuk kepentingan
pimpinan dalanr melr'ujudkan tata kcpentrintahan yarrg baik.

10. Badan l)engawasan Keuangan dan Pembangunan. selaniutnya disebut
fIPKP adalalr aparal pengawasan intem pemerintah yang
bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

lnspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

Audit adalah proses identifikasi masalah. analisis dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen. obyektil dan profbsional berdasarkan
standar audit untuk menilai kebenaran. kecermatan. kredibilitas.
ef'ektifitas. eflsiensi dan keandalan intbrmasi pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi Pemerintah.

Rer iu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
rretnastikan bahu'a kegiatan tersebut telal.r dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan- standar. rencana atau nornra vang telah ditetapkan.
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14. Evaluasi adalalr rar.rgkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan deugan standar. rencana. atau norma yang
telah ditetapkan dan menentukan f-aktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kcgiatan dalam mencapai tujuan.

Pemantauan adalah proses penilaian kerna.iuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengawasan Iainnya adalah kegiatan pengawasan yang
antara lain berupa sosialisasi mengenei pengawasan. pendidikan dan
pelatihan pengawasan. pembintbingan dan konsultasi. pengelolaan
lrasil pengauasan dan penraparan hasil pengawasan.

(l)

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

[]ntuk mcncapzri pengelolaan keuangan daerah y,ang efektif. ellsien.
transl'aran. dan akuntabel. Bupati melakukan pengendalian atas
pen)elenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.

Pengerrdaliar.r atas peny-elenggaraan kegiatan pen.rerintahan daerah
sebagaimana dimaksud pada avat ( I ). dilaksanakan melalui
pen) elenggaraan SPIP.

SPIP scbagaimana dimaksud pada ayat (2). bertujuan untuk
memlrerikan keyakinan vang memadai bagi tercapainva efektifltas dan
eflsiensi pencapaian tuiuan penl,elenggaraan pemerintahan daerah,
keandalan pelaporan keuangan. pengamana aset daerah dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal -1

(I ) OPD di lingkungan Pemerintah Daerah rvaiib rnenerapkan SPIP.

(l) SPIP sebagaimarra dimaksud pacla ayat ( 1). meliputi :

(l )

a. lir.rgkungan pengendalian;
b. penilaian resiko;
c. kegiatan pengendaliani
d. infbrnrasi dan komur.rikasi:
c. fcmantauan pengt'ndcliun intcrn.

Pencrapan unsur SPII) sebagainrana dimaksud pada ayat (2)
dilaksar.rakar.r menyatu dan meniadi bagian integral dari kegiatan OPD.

Pasal ,l

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
dikoordinasikan oleh Sekletaris Daerah.

Penvelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakar.r berdasarkan petuniuk 1,ang disusun sesuai pedoman
teknis yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan sebagai pembina SPIP.

(3) Ketentuan lebih lanjut nrengenai petuniuk teknis pelaksanaan SPIP
sebagainrana dimaksud pada alat (2). akan ditetapkan lebih lanjut
olch Bupati.
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Pasal 5

(l) [ Intuk nrenclukung pelaksanaan pen;elenggaraan SPIP dibentuk
salr-lan tugas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan personalia dan tugas pokok
satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l). akan ditetapkan
lebih lan-lut dalant Keputusan Bupati.

BAB III
PENG I.-IATAN EFEKI'IVITAS

Pasal 6

(l) Kcpala OPD bertanggrngiawab atas ef'ektiviras penyelenggaraan SPIP
di lirrgkLn:gann-r a rrrasinp-nrrsing.

(2\ LIntuk menrperkuat dan ntenunjang el-ektivitas penl- elenggaraan SPIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (l). dilakukan pengar.rasan intern
atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD termasuk akuntabilitas
keuangan daerah.

Pasal 7

Pengauasan intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 a1'at (2). dilakukan
oleh lnspektorat Daerah. melalui :

a. audit penreriksran regulrr:

b. tindak laniut hasil penleriksaan (TLHP):

c. penreriksaan kasus pengaduan ntasvarakat:

d. reviu laporan keuangan dan laporan akunlabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP):

e. rnonitoring/pemantauan:

f. kegiatan pengar.vasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan f-ungsi OPD )ang dibiayai dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 9

(l) Setiap temuan hasil pengauasan lnspekrorat Daerah pada OPD. baik
lang bcrsifit keuangan nraupun adnrinistratif \\'a.iib ditindaklanjuti
dan diselesaikan oleh kepala OPD maksimal 60 (enam puluh) hari
setelah laporan hasil pemeriksaar.r diterinra.

(2) Apabila dalam waktr-r 60 (enam puluh) hari tidak ditindaklanj uti. maka
Inspektorat Daerah dapat melaporkan kepada pihak berwajib untuk
temuan-tcn.)uan vang sifhtnl a merugikan keuangan daerah.

tsAB IV

KETENTTJAN PENIJ'TTJP

Pasal l0
Petun"iuk pelaksanaan rnengenai penvelenggaraarr SPIP harus ditetapkan
lebih lanjut paling lambat 6 (enam) bulan se.jak Peratlrran Bupati ini
diberlakukan.



Pasal I I

FIal-hal lain lang belum cukup cliatur clalam Peraturan Bupati ini sepaniang

mengenai teknis pelaksanaannla akan diatr-rr dan ditetapkan kemudian dan

merupakan bagian _"-'ang tidak terpisahkan.

Pasal l2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinta. nrcmerintahkarr pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannl a dalam Berita l)aerah.

Ditetapkan di Cianiur
pada tanggal l5 Maret 201I

BLIPATI CIAN.IUR.

Ciap/ttd.-

.I.IET.IEP MUCHTAR SOT,EH

BERI'|A DAERAH KABL-IPAI'I]N CIAN.ILJR TAHUN 20I1 NOMOR I6.

Diundangkan di Cian jur

Maret 201

198503


